
JADWAL SEMINAR NASIONAL 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 

Selasa, 03 Oktober 2017 
Purwokerto, Jawa Tengah 

 

WAKTU KEGIATAN PELAKSANA LOKASI 

08-00 - 08.30 Registrasi Sekretariat Aula Yustisia 3 Fakultas Hukum 
Universitas Jenderal Soedirman 

08.30 – 09.15 • Pembukaan 

• Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

• Laporan Ketua Panitia 

• Sambutan Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Jenderal Soedirman  

• Sambutan Rektor  Universitas Jenderal 
Soedirman sekaligus membuka Acara 

• Pemberian Cinderamata 

• Doa 

MC Aula Yustisia 3 Fakultas Hukum 
Universitas Jenderal Soedirman 

09.15-09.30 COFFEE BREAK Panitia Aula Yustisia 3 Fakultas Hukum 
Universitas Jenderal Soedirman 

09.30-12.30 Pemaparan Materi dari Pembicara 
Seminar Nasional 

• Prof. Dr. Surya Jaya, S.H , M.Hum  

• Alexander Marwata, Ak., SH, CFE  

• Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., 
M.Hum 

Moderator Aula Yustisia 3 Fakultas Hukum 
Universitas Jenderal Soedirmanr 

paper 

12.30 – 13.00 ISHOMA Panitia Fakultas Hukum Universitas 
Jenderal Soedirman 

13.00 – 16.00 Presentasi Call for Paper Sie Sidang Fakultas Hukum Universitas 
Jenderal Soedirman 

16.00 – 16.15 Penutup Sie Acara Aula Yustisia 3 Fakultas Hukum 
Universitas Jenderal Soedirman 

 

  



JADWAL PRESENTASI CALL FOR PAPER 

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 

Selasa, 03 Oktober 2017 

Purwokerto, Jawa Tengah 

 
Sub Tema 1 :  Pertanggungjawaban Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum 

Pidana  
Tempat  :   Aula Yustisia 2, Gedung Yustisia 2 Fakultas Hukum Unsoed 
Moderator :   Rani Hendriana 
 

NO WAKTU PRESENTER JUDUL 

1 13.00 – 13.15 ARIF AWALUDIN INKONSISTENSI PEMBUKTIAN MENS REA 
DALAM PERKARA KORUPSI 

2 13.15 – 13.30 DIDING RAHMAT EFEKTIFITAS PERTANGGUNGJAWABAN 
HUKUMAN DENDA PADA TERPIDANA KORUPSI 

 

3 13.30 – 13.45 YENNY FEBRIANTY DAN 
DUDUNG ABDUL AZIS 

EKSISTENSI TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN 
PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN (TP4) 
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM 

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA 
KORUPSI 

4 13.45 – 14.00 BASIR ROHROHMANA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  TERHADAP 
KERUGIAN KEUANGAN  NEGARA DALAM 
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Klas Ia Manokwari Papua 
Barat Nomor 2/PID.Sus-TPK/2017/PN.MNK 

Tanggal 13 Juni 2017) 

5 14.00 – 14.15 JAROT DIGDO ISMOYO PENYUAPAN DALAM PENGISIAN JABATAN 
SATUAN ORGANISASI TATA KERJA (SOTK) DI 

KABUPATEN KLATEN 

6 14.15 – 14.30 DWI HAPSARI 
RETNANINGRUM 

MELAWAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA 
KORUPSI 

7 14.30 – 14.45 RANI HENDRIANA IMPLIKASI UNSUR KERUGIAN KEUANGAN 
NEGARA SEBAGAI DELIK MATERIIL TERHADAP 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

8 14.45 – 15.00 DESY MARYANI DAN 
KUSMITO GUNAWAN 

WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE 
COLLABORATOR SEBAGAI UPAYA 

PENYELESAIAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA 

9 15.00 – 15.15 AGUS RAHARJO 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI 
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 

 

  



Sub Tema 2 :  Pertanggungjawaban Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum 
Administrasi Negara  

Tempat  :   Conference Room Gedung Yustisia 3 Fakultas Hukum Unsoed 
Moderator :   Riris Ardhanariswari 
 

NO WAKTU PRESENTER JUDUL 

1 13.00 – 13.15 ISKATRINAH IMPLIKASI REGULASI KEUANGAN NEGARA 
ATAS KEWENANGAN 

PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN 
KEUANGAN NEGARA 

2 13.15 – 13.30 MAROJAHAN JS 
PANJAITAN 

PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NEGARA 
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI 

NEGARA 

3 13.30 – 13.45 RENY HERONIA 
NENDISSA 

 

PRINSIP TANGGUNG JAWAB PRIBADI DAN 
TANGGUNG JAWAB JABATAN TERHADAP  
KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF  

HUKUM ADMINISTRASI 

4 13.45 – 14.00 SETO CAHYONO PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NEGARA 
DALAM PERPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI 

NEGARA 

5 14.00 – 14.15 SATRIO SAPTOHADI PENGAWASAN DAN OPINI PENGELOLAAN 
KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA 

KEUANGAN (BPK) 

6 14.15 – 14.30 KADAR PAMUJI IMPLIKASI KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA 
TERHADAP OTONOMI KEUANGAN DESA 

(ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN) 

7 14.30 – 14.45 TEDI SUDRAJAT PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM 
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 

YANG BERDAMPAK KERUGIAN NEGARA 
MENURUT PENDEKATAN HUKUM 

ADMINISTRASI NEGARA 

8 14.45 – 15.00 IMAWAN SUGIHARTO 
DAN RATNA RIYANTI 

 

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 

9 15.00 – 15.15 KARTONO 
 

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM 
ADMINISTRATIF PENGELOLAAN KEUANGAN 

NEGARA PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 30 
TAHUN 2014 

10 15.15 – 15.30 HARYANTO DAN DODY 
NUR ANDRIYAN 

 

TANGGUNG JAWAB JABATAN DAN 
TANGGUNG JAWAB PRIBADI DALAM KONTEKS 

TERJADINYA KERUGIAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN NEGARA 

11 15.30 – 15.45 SITI KUNARTI 
 

PRINSIP GOOD GOVERNANCE SEBAGAI TOLOK 
UKUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  

DALAM  MENGANTISIPASI KERUGIAN NEGARA 

12 15.45 – 16.00 RIRIS ARDHANARISWARI 
 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PASCA 
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 6 

TAHUN 2014 TENTANG DESA 



Sub Tema 3     :  Pertanggungjawaban Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum 
Perdata Dan Sistem Pengelolaan Keuangan Negara Serta 
Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum 

Tempat  :  Ruang Video Conference Yustisia 3, Gedung Yustisia 3 Fakultas 
Hukum Unsoed 

Moderator :   Ulil Afwa 
 

NO WAKTU PRESENTER JUDUL 

1 13.00 – 13.15 ANITA KAMILAH PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN 
KEUANGAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR MELALUI KONSEPBUILD 
OPERATE AND TRANSFER/BOT PERSPEKTIF 

HUKUM PERDATA 

2 13.15 – 13.30 ARI PURWADI TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP 
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

BERDASARKAN INSTRUMEN HUKUM PERDATA 

3 13.30 – 13.45 ETI MUL EROWATI GUGATAN GANTI RUGI DALAM 
PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA 

(KORUPSI) 

4 13.45 – 14.00 RISMAWATI PENGUATAN PEMAHAMAN BADAN HUKUM 
SEBAGAI ENTITAS MANDIRI DALAM UPAYA 

MENGHADAPI INKONSISTENSI DEFINISI 
KEUANGAN NEGARA 

5 14.00 – 14.15 RINI FIDIYANI 
 

ANTROPOLOGI KORUPSI : BEBAN BUDAYA 
SEBAGAI KAUSA KORUPSI DAN SOLUSINYA 

6 14.15 – 14.30 ERGA YUHANDRA 
 

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN 
NEGARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP 

PENEGAKAN HUKUM 

7 14.30 – 14.45 WAFIA SILVI DHESINTA 
 

TINJAUAN YURIDIS OPINI “WTP” TERHADAP 
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN 

POTENSI TIMBULNYA KORUPSI 

8 14.45 – 15.00 MERDIANSA 
PAPUTUNGAN 

MEMISAHKAN PERTANGGUNGJAWABAN 
KERUGIAN NEGARA DAN KERUGIAN 

KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAN BPK 

9 15.00 – 15.15 BAYU WICAKSONO 
 

OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP SEBAGAI 
UPAYA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 

YANG TRANSPARAN 

 

Catatan : 

1. Presentasi menggunakan Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh moderator; 

2. Waktu presentasi 10 menit dan dilanjutkan 5 menit diskusi; 

3. Setiap presenter wajib membuat Slide Materi Presentasi dan disimpan di dalam Flash disk; 

4. Panitia menyediakan Laptop untuk menayangkan Slide; dan 

5. Sertifikat hanya akan diberikan kepada presenter yang hadir dan memaparkan materinya. 
















































